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ABSTRAK 

Zaidan Nabil (2024): Urgensi Sertifikasi Nazhir dalam Pengelolaan 

Wakaf ditinjau Mashlahah Mursalah (Studi 

Kasus di KUA Tampan Kota Pekanbaru) 

 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh para Nazhir di KUA Tampan Kota 

Pekanbaru tidak menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengelola aset wakaf 

sesuai dengan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, seperti 

pengadministrasian, pengelolaan dan pengembangan, pengawasan serta pelaporan 

kepada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).  

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor 

penyebab rendahnya tingkat partisipasi Nazhir KUA Tampan Kota Pekanbaru, 

serta sertifikasi Nazhir dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di KUA 

Tampan Kota Pekanbaru kemudian tinjauan mashlahah mursalah terhadap 

sertifikasi Nazhir ini. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang berlokasi 

di KUA Kecamatan Tampan. Sumber Primer dalam penelitian ini hasil 

wawancara observasi, dan dokumentasi yang diperoleh. Sedangkan sumber data 

sekunder adalah buku dan hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan tema 

penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan studi kasus (case study). Adapun teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Hasil penelitian ini disimpulkan: Pertama, rendahnya tingkat 

partisipasi Nazhir dalam proses sertifikasi di KUA Tampan Kota Pekanbaru 

disebabkan oleh sejumlah faktor di antaranya: (1). Kurangnya informasi tentang 

prosedur sertifikasi. (2) kurangnya motivasi dan dukungan dari pihak KUA 

Tampan. (3) sifat pekerjaan Nazhir dianggap sebagai pekerjaan sampingan. (4) 

ketiadaan kewajiban hukum yang mendorong Nazhir untuk menjalani proses 

sertifikasi. (5) Biaya untuk mengikuti sertifikasi. Kedua, sertifikasi Nazhir dalam 

meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di KUA Tampan Kota Pekanbaru di 

antaranya: (1) Peningkatan Kompetensi Nazhir (2) Legitimasi dan pengakuan 

Nazhir (3) Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Nazhir. (4) Kesesuaian 

dengan prinsip hukum syariah. Ketiga, sertifikasi Nazhir ini ditinjau memiliki 

nilai kemaslahatan (Mashlahah Mursalah) karena memenuhi kriteria 

keberlanjutan, relevan, dan sesuai dengan prinsip hukum syariat, dan diperlukan 

dalam situasi tertentu. Dalam teori pembagian mashlahah, sertifikasi Nazhir ini 

termasuk dalam kategori mashlahah hajjiyah, di mana merupakan pelengkap 

untuk memenuhi kebutuhan dasar nazir. 

 

Kata Kunci: UU Wakaf No. 41 Tahun 2004, Nazhir, sertifikasi, Mashlahah 

Mursalah, Mashlahah Hajjiyyah. 
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 KATA PENGANTAR 

ٍِ انشَّدٍِِىِ     ّٰ ِّ انشَّدِ      تِسِىِ انه ّٰ

 Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia 

kepada mahluk-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada 

Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. 

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang 

berjudul “Urgensi Sertifikasi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf ditinjau 

dari  Mashlahah Mursalah Studi Kasus di KUA Tampan Kota 

Pekanbaru.” Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana hukum dalam program studi Hukum Keluarga 

Islam Fakultas Syariat dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan penulis menjadi penyebabnya. 

Sebagai mahluk yang tidak lepas dari kesalahan, penulis dengan tulus 

menerima segala kritik dan saran demi perbaikan yang lebih baik, karena 

kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan 

bimbingan, dukungan, dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini kepada 

yang terhormat: 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Wakaf sejatinya memiliki kedudukan penting di mata umat Islam. 

Sebab wakaf memiliki potensi yang sangat luas untuk pemberdayaan 

masyarakat, pembangunan ekonomi bangsa dan kesejahteraan sosial. Salah 

satu lembaga pemberdayaan ekonomi umat yang berbasis pada ajaran Islam 

adalah lembaga perwakafan yang dapat menangulangi kemiskinan pada suatu 

negara. 

Perwakafan di Indonesia kini sudah mulai berkembang dengan baik 

dan sangat signifikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan Undang-Undang RI 

maupun Peraturan Pemerintah RI  tentang perwakafan yang sengaja dibuat, 

diperbarui, dan dikembangkan oleh pemerintah yang sesuai dengan kondisi 

sekarang. Semua dilakukan agar wakaf dapat mendatangkan kesejahteraan 

sosial bagi seluruh umat manusia, khususnya umat Islam.  

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (1) 

tentang wakaf, pengertian wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk 

memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum 

menurut syariah.
1  

                                                           
1
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 Ayat (1). 



2 
 

 
 

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 tentang 

Hukum Perwakafan, pengertian wakaf adalah perbuatan hukum seseorang 

atau kelompok orang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta 

benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna 

kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran 

Islam.
2
 

Berdasarkan dua pengertian wakaf di atas, dapat terlihat perbedaan 

antara keduanya, yaitu harta wakaf untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu 

tertentu dan untuk dilembagakan selamanya. Keduanya dapat dimanfaatkan 

untuk sesuatu hal yang bersifat produktif dan tidak akan bisa dimanfaatkan 

dengan baik, tanpa adanya peranan seorang Nazhir wakaf yang memiliki jiwa 

produktif dengan kinerja yang profesional. 

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari waqif 

untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukkannya.
3
 

Sedangkan profesional bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian 

khusus untuk menjalankannya, dan mengharuskan adanya pembayaran untuk 

melakukannya.
4
 

Pada dewasa ini, kompetensi Nazhir merupakan suatu problem yang 

besar. Artinya, kemampuan dan profesionalitas Nazhir dalam mengelola dan 

mengatur wakaf merupakan suatu permasalahan. Selama ini, pemahaman 

yang telah tertanam kuat dalam benak masyarakat mengenai objek wakaf 

                                                           
2
 Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1).  

3
 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (4).  

4
 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi 

Ketiga, hlm. 1143.  
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hanya pada benda tidak bergerak, seperti tanah atau sawah. Pemanfaatan 

objek wakaf juga terbatas sebagai tempat ibadah atau lembaga pendidikan 

seperti pondok pesantren. Adanya pemahaman yang terbatas ini juga 

berimplikasi pada tugas yang menjadi kewajiban Nazhir, yaitu terbatas pada 

pemanfaatan objek wakaf yang sifatnya memelihara dan menjaga aset wakaf 

agar tidak hilang.
5
 

Dalam regulasi Undang-Undang wakaf di Indonesia, pada Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang dijelaskan dalam pasal 11 

terkait tugas Nazhir di antaranya yaitu melakukan pengadministrasian harta 

benda wakaf. Namun sangat disayangkan masih banyak harta benda wakaf 

yang belum dilakukan pengadministrasian, hal ini dibuktikan dari tanah 

wakaf yang berada di Kecamatan Tampan Kota pekanbaru yang berjumlah 

289, dengan total keseluruhan 33,71 Hektar. Adapun dari jumlah tanah wakaf 

tersebut yang sudah bersertifikat wakaf berjumlah 93, dengan total 

keseluruhan 6,67 Hektar, yang menunjukkan 32,18% dari jumlah tanah wakaf 

yang berada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sedangkan yang belum 

mempunyai sertifikat wakaf berjumlah 196, dengan total keseluruhan 27,04 

Hektar, yang menunjukkan 67,82% dari jumlah tanah wakaf yang berada di 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
6
  

Ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran para Nazhir tentang 

tugasnya terhadap pengadministrasian, pengelolaan, dan penjagaan harta 

benda wakaf yang dikelolanya. Hal ini tentu menjadi pemicu perkembangan 

                                                           
5
 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, (Bandung: Sembiosa Rekatama Media, 2008), hlm. 9.  

6
 Dari Siwak Kemenag. go. id. Diakses pada 10 Oktober 2023.  
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dan pengelolaan wakaf menjadi tidak produktif disebabkan kurangnya 

pelatihan terhadap Nazhir selaku pengelola harta benda wakaf. 

Oleh sebab itu perlu adanya sertifikasi terhadap Nazhir untuk 

meningkatkan kompetensi Nazhir dalam mengelola wakaf dan 

menghindarkan Nazhir dari potensi deliknya hukum atau salah dalam tata 

kelola harta benda wakaf. Sertifikasi ini juga sebagai salah satu syarat wajib 

bagi Nazhir yang ingin mengumpulkan wakaf uang. 

Data yang di dapat penulis dari Badan Wakaf Indonesia terkait Nazhir 

yang bersertifikasi di wilayah KUA Tampan Kota Pekanbaru hanya 

berjumlah 11 Nazhir dari 289 nazir yang ada di wilayah tersebut. Tentu saja 

ini berpengaruh terhadap harta benda wakaf yang ada di wilayah KUA 

Tampan Kota Pekanbaru. Mengingat masih banyaknya Nazhir yang tidak 

menjalankan tugasnya dengan baik.
7
 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa seorang Nazhir 

harus memiliki skill dalam mengelola wakaf. Karena hal tersebut sangat 

berguna untuk diri Nazhir itu sendiri dan harta benda wakaf yang dikelolanya 

agar menjadi produktif. Dalam hal ini tentu dibutuhkan sertifikasi serta 

pembinaan lebih lanjut mengenai pengelolaan harta wakaf, baik mengenai 

pemahaman tentang kompilasi di bidang wakaf dan terutama dalam bidang 

manajemen kepada Nazhir. Namun hanya 11 Nazhir yang telah bersertifikasi 

di wilayah KUA Tampan Kota Pekanbaru  

                                                           
7
 Sri Anggi Dewi, Staff Sekretariat BWI Provinsi Riau, Wawancara, Pekanbaru, 12 

Oktober 2023  
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Dari permasalahan yang ada, perlu adanya pembahasan yang lebih 

dalam terkait sertifikasi Nazhir yang ada di KUA Tampan Kota Pekanbaru. 

Tinjauan dari Mashlahah Mursalah juga diperlukan untuk memahami 

pentingnya sertifikasi ini dalam pengelolaan wakaf. Sehingga dari latar 

belakang yang telah dipaparkan tersebut, penulis merasa perlu mengadakan 

penelitian dengan judul: “Urgensi Sertifikasi Nazhir dalam Pengelolaan 

Wakaf ditinjau dari Mashlahah Mursalah Studi Kasus di KUA Tampan 

Kota Pekanbaru.” 

B. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibuat peneliti agar lebih 

terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan, sehingga sampai 

kepada sasaran yang dituju. Adapun batasan masalahnya adalah penelitian ini 

difokuskan pada Nazhir yang terdaftar di KUA Tampan Kota Pekanbaru. 

Dalam hal ini Nazhir wakaf yang menjadi objek penelitian dibatasi sampai 

dengan Desember 2022. 

C. Rumusan Masalah 

1. Apa faktor penyebab rendahnya tingkat partisipasi Nazhir dalam proses 

sertifikasi di KUA Tampan Kota Pekanbaru? 

2. Bagaimana sertifikasi Nazhir dalam meningkatkan kualitas pengelolaan 

wakaf di KUA Tampan Kota Pekanbaru? 

3. Bagaimana perspektif Mashlahah Mursalah terhadap sertifikasi Nazhir? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai setelah melakukan penelitian yaitu 

sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya tingkat partisipasi Nazhir 

dalam proses sertifikasi di KUA Tampan Kota Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui sertifikasi Nazhir dalam meningkatkan kualitas 

pengelolaan wakaf di KUA Tampan Kota Pekanbaru. 

c. Untuk mengetahui Perspektif Mashlahah Mursalah terhadap sertifikasi 

Nazhir. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Untuk salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas 

Syariat dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi 

khususnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum keluarga 

Islam. 

c.  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai  

sertifikasi Nazhir. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Wakaf 

a. Pengertian Wakaf 

Wakaf secara bahasa berasal dari kata Waqafa yang berarti menahan. 

Kata ini sering dikaitkan dalam makna menahan sesuatu di jalan Allah.
8
 

Wakaf menurut istilah adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan 

tetap menjaga zatnya, memutus pemanfaatan terhadap zat dengan bentuk 

pemanfaatan lain yang mubah.
9
 

Para ulama fikih dalam buku fikih memiliki pandangan berbeda-beda 

dalam memberikan pengertian wakaf, sehingga mengakibatkan perbedaan 

pada hukum yang ditimbulkan. Adapun defenisi wakaf menurut para Ahli 

Fikih adalah sebagai berikut: 

a) Abu Hanifah 

ٍِ جِهَا خِ انْثِشِّ وَانْذَالِ اَوِانرَّا ٍِ عَهَى يُهْكِ انْىَاقِفِ وَانْرُصَذُّقُ عَهَى جِهَحٍ يِ     10لدِثِسُ انْعٍَِ

Artinya: 

“Menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan 

manfaatnya untuk kebaikan untuk sekarang atau masa yang akan 

datang.” 

Abu Hanifah menyatakan, bahwa akad bersifat ghair lazim (tidak 

mengikat) dalam pengertian orang yang berwakaf (waqif) dapat saja 

                                                           
8
 Ahmad Warson Munawir, Kamus Al- Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 

hlm. 1576. 
9
 Abdul Aziz Muhammmad Azzam, Fikih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fikih Islam, 

(Jakarta:Amzah, 2017), hlm. 395..  
10

 Ibnu Abidin, Radd al-Mukhtar, (Beirut: Daar al-Kutub, 1992), hlm. 517.  
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menarik kembali wakafnya dan menjualnya. Wakaf menurut ulama ini  sama 

dengan ariyah yang akadnya bersifat ghair lazim yang dapat ditarik. 

b) Imam Malik 

ًِهُىِكَا تِاُجِشَجٍ، اَوِ جَعَمَ  ٌَ يَ ًِهُىِكَحً، وَنَىِ كَا ًَانِكُ يَُِفَعَحً يَ ِْىٍ تِصٍِِغَحٍجَعَمَ انْ ُّ كَذِسَا غُهَّرَ  
ًُذِثِ  يُذَّجٍ        11سيَا ٌَشَا ُِ انْ

 

Artinya: 

“Wakaf adalah waqif menjadikan manfaat harta yang dimiliki walaupun 

berupa sewa ataupun hasilnya seperti dirham (uang) dengan sighat 

tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak waqif.” 

 

Hampir senada dengan pendapat Abu Hanifah di atas, akad wakaf 

pun menurut Malikiyah tidak melepaskan hak kepemilikan waqif dari harta 

yang diwakafkannya. Hanya saja waqif melepaskan hak penggunaan harta 

yang diwakafkan tersebut. Orang yang mewakafkan hartanya menahan 

penggunaan harta yang diwakafkan dan membolehkan pemanfaatan 

hasilnya untuk tujuan kebaikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal 

ini, ulama Malikiyah tidak mensyaratkan wakaf itu untuk selama-lamanya. 

Para ulama ini beralasan tidak ada dalil yang mewajibkan adanya syarat 

ta’bid dalam wakaf. 

c) Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad 

ِّ يَعَ تَقَاءِ عَ ٍُ انْاَِِرِفَاعُ تِ ًِكِ ِِ عَهَى دِثِسُ يَالٍ ٌَ ٍَ انىَاقِفِ وَغٍَِشِ ِّ يِ ِّ تِقَطْعِ انرَّصَشُّفِ فِى سُقْثَرِ ٍُِِ
ِّ ذَعَانَى 12ذَصَشُّفٍ يُثَاحٍ يَىِجُىدّ اَوِ تِصَشِفِ سٌِِعَحٍ عَهَى جِهَحِ انْثِشِّ وَانْخٍَِشِ ذَقَشُّتّا اِنَى ان ّٰه

 

 

                                                           
11

 Wahbah Zuhaily, al- Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, (Damaskus: Daar al-Fikr, 1984), 

hlm. 269. 
12

 Ibid. 
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Artinya: 

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda 

yang menghalangi waqif dan lainnya dari tindakan hukum yang 

dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan 

mendekatkan diri kepada Allah SWT.” 

 

Mazhab Syafi‟i dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa wakaf 

adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan yang dapat 

dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi waqif dan 

lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang 

bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

Setelah sempurna prosedur perwakafan maka, Waqif tidak boleh 

melakukan apa saja terhadap harta wakaf, seperti memperlakukan pemilik 

dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan 

tukaran (tukar menukar) atau tidak. Jika waqif wafat, harta yang 

diwakafkan tersebut dapat diwarisi oleh ahli warisnya. 
13

 

Dari definisi di atas, jumhur ulama berpendapat bahwa akad wakaf 

bersifat mengikat (luzum). Dalam pengertian, waqif tidak dapat menarik 

kembali harta yang telah diwakafkan dan tidak dapat menjual maupun 

mewariskannya. Menurut mayoritas ulama, harta yang diwakafkan tidak 

lagi menjadi milik waqif dan berpindah menjadi milik Allah yang 

digunakan untuk kebaikan umat Islam. Pendapat yang masyhur di 

kalangan mazhab Syafi‟i menyatakan, bahwa wakaf menghilangkan 

kepemilikan harta dari waqif. Ahmad bin Hanbal juga menyatkan hal yang 

sama, wakaf tidaklah bersifat lazim (mengikat) kecuali waqif melepaskan 

                                                           
13

 Departemen Agama RI, Fikih Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2007), 

hlm. 5.  
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hak kepemilikannya dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada 

orang lain, waqif tidak dapat menarik kembali harta wakafnya.14 Pendapat 

ini berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW Yang diriwiyatkan 

oleh Baihaqi yang menjelaskan, bahwa Umar mendapatkan harta dari 

Khaibar, sedangkan dia bermaksud mendekatkan diri kepada Allah melalui 

hartanya itu. Kemudian, Nabi Muhammad SAW, bersabda: 

َّ يِائَحَ سَهِىٍ  ِّ صهى الله عهٍّ وسهى: إِ ٍُ انْخَطَّابِ نِهَُّثِ ًَشُ تِ ًَشَ، قَالَ: قَالَ عُ ٍِ عُ ٍِ اتِ عَ
ٌْ أَذَصَذَّقَ تِهَا فَقَالَ  َّ يُِِهَا قَذِ اَسَدِخَ أَ ًِ تِخٍِثَشَ، نَىِ اُصِةِ يَانًا قَطُّ اُعِجِةُ إِنَ انَّرًِ نِ

ُّ صهى الله عهٍّ وس ًِشَذِهَااَنَُّثِ  15انثخاسي ويسهى( )سواِ هى: ادِثِسِ أَصِهَهَا، وَ سَثِّمْ ثَ
               
Artinya:  

Dari Ibn Umar, ia berkata: “Umar mengatakan kepada Nabi 

Muhammad SAW saya mempunyai seratus dirham saham di khaibar. 

Saya belum pernah mendapatkan harta yang paling saya kagumi 

seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi Muhammad 

SAW mengatakan kepada Umar: tahanlah (jangan jual, hibahkan, dan 

wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk 

sabilillah.” (HR. Bukhari dan Muslim) 

Walaupun setiap mazhab memiliki perbedaan dalam hukum 

kepemilikan benda wakaf, namun melalui hukum positif yang ada di 

Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, 

dirumuskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan 

dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 

selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya 

guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat.16 

                                                           
14

 Munzhir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Khalifa, 2007), hlm. 17. 
15

 Al-Imam al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Bairut Lebanon: Daar al-Fikr, 1981), Juz 7, 

hlm. 343. 
16

 Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (Jakarta: t.p., 2021), Pasal 1. 
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b. Dasar Hukum 

Berkaitan dengan pensyariatan wakaf secara khusus, nash yang 

menunjukkan pensyariatan wakaf dalam Al-Qur‟an dan Hadits tidak 

ditemukan, akan tetapi, secara umum banyak ditemukan ayat maupun hadits 

yang menganjurkan agar orang beriman menafkahkan sebagian rezekinya 

untuk kebaikan. Berikut yang menjadi pensyariatan wakaf adalah: 

a) Al-Qur‟an 

ِّ عَهٍِى َّ تِ ٌَّ انهَّ ًِءٍ فَئِ ٍِ شَ ٌَ  وَيَا ذُُِفِقُىا يِ َّا ذُذِثُّى ٍِ ذََُانُىا انْثِشَّ دَرَّىّٰ ذُُِفِقُىا يِ  نَ

Artinya: 

”kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) 

sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa 

pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah mengetahui 

tentangnya. (QS. Ali Imran [3]: 92).
17

 

 

ٍَ انْاَسِضِ وَنَا  ًَّا اَخِشَجَُِا نَكُىِ يِّ ٍِ طٍَِّثّٰدِ يَا كَسَثِرُىِ وَيِ ٍَ اّٰيَُُىِا اََِفِقُىِا يِ ٌّٰاٌَُّهَا انَّزٌِِ
َّ َّذٍََ َّ انه ّٰ ًُىِا اَ ِّ وَاعِهَ ًِضُىِا فٍِِ ٌْ ذُغِ ِّ اِنَّا اَ ٌَ وَنَسِرُىِ تِاّٰخِزٌِِ ُّ ذُُِفِقُىِ ٌّ  ًُىا انْخَثٍِِثَ يُِِ ٌغَُِ

ًٍِِذْ                                                                                 دَ
Artinya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan 

dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu 

infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan 

memicingkan mata (enggan terhadapnya. Ketahuliah bahwa Allah 

Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah [2]: 267).
 18
 

 

                                                           
17

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan 

Mushaf Al-Qur‟an, 2019), hlm. 82. 
18

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan 

Mushaf Al-Qur‟an, 2019), hlm. 60. 
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Kata-kata tunfiqu pada kedua ayat ini mengandung makna umum, 

yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sedangkan wakaf adalah 

menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan sebagai 

dalil wakaf. 

b) Hadits 

 ٌُ عٍ أبي ْشٌشج سضً الله عُّ: أٌ انُبي صهى الله عهٍّ وسهى قال: إرَا يَاخَ الِإَِسَا
ِّ ٍِ صَذَقَحٍ جَاسٌَِحٍ، أَوِ عِهْىٍ ٌُُِرَفَعُ تِ ٍِ ثَلَاثَحِ: إِلاَّ يِ ُّ إلاَّ يِ ًَهُ                    اَِقَطَعَ عَ

                                                            19أَوِ وَنَذٍ صَانِخٍ ٌَذِعُى نَّ
 

Artinya: 

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a sesungguhnya Nabi Muhammad 

SAW. Telah berkata : “Apabila seorang anak adam meninggal dunia, 

maka putuslah amalnya kecuali tiga hal : sedekah jariyah, ilmu yang 

bermanfaat, anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.” (HR. 

Muslim) 

Salah satu bentuk sadaqah jariyah pada hadits ini diwujudkan dalam 

bentuk wakaf. Wakaf merupakan tindakan hukum seseorang  yang 

memisahkan sebagian hartanya dan melembagakan untuk selama-lamanya 

demi kepentingan ibadah dan kepentingan sosial ekonomi lainnya. Ini berarti 

nilai pahalanya akan selalu mengalir selama-lamanya kepada waqif. 

c. Rukun dan Syarat Wakaf 

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. 

Adapun rukun wakaf ada 4 macam yaitu.:
20

 

1. Waqif (orang yang berwakaf). 

                                                           
19

 Imam Abul Husain Muslim, Shahih Muslim, (Bairut Lebanon: Daar al-Fikr, 1994), 

hlm. 639. 
20

 Yulia Mirwati, Wakaf Tanah Ulayat dalam Dinamika Hukum Indonesia, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2016), hlm. 50. 



13 
 

 
 

2. Mauquf bih (barang yang diwakafkan). 

3. Mauquf’alaih (orang atau lembaga yang menerima manfaat wakaf). 

4. Sighat wakaf (pernyataan atau akad waqif sebagai suatu kehendak untuk 

mewakafkan harta bendanya). 

d. Macam-Macam Wakaf 

Pembagian wakaf seperti yang dikutip dari Ahmad Azhar Basyir 

sebagai berikut:
21

 

1. Wakaf Ahli (keluarga atau khusus) 

Wakaf ahli ialah wakaf yang ditunjukkan kepada orang tertentu, 

seseorang atau lebih. Baik keluarga waqif atau bukan. Wakaf seperti ini 

disebut juga wakaf Dzurri. Misalnya: “mewakafkan buku-buku untuk 

anak-anak yang mampu mempergunakan, kemudian cucu-cucunya”. 

Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta 

wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. 

2. Wakaf Khairi (umum) 

Wakaf Khairi ialah wakaf yang sejak semula ditunjukkan untuk 

kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf 

khairi ini sejalan dengan jiwa amalan wakaf yang amat digembirakan 

dalam ajaran Islam, yang dinyatakan bahwa pahalanya akan terus 

mengalir, sampai bila waqif telah meninggal, selagi harta wakaf masih 

tetap dapat diambil manfaatnya. Wakaf ini dapat dinikmati oleh 

masyarakat secara luas dan dapat merupakan salah satu sarana untuk 

                                                           
21

 Ibid., Hlm. 32.  
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menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosial, 

ekonomi, pendidikan, kebudayaan, maupun keagamaan. 

Selain kedua macam bentuk wakaf tersebut, di dalam hukum Islam 

dikenal juga adanya.: 

1. Wakaf syuyu’ 

Wakaf syuyu‟ adalah wakaf yang pelaksanaanya dilakukan secara 

gotong-royong, dalam arti beberapa orang berkelompok menjadi satu 

untuk mewakafkan sebidang tanah secara patungan dan berserikat. 

2. Wakaf mu’allaq 

Wakaf mu’allaq adalah suatu wakaf yang pelaksanaanya 

digantungkan, oleh waqif dalam ikrarnya menangguhkan pelaksanaanya 

sampai dengan ia meninggal dunia. Dalam arti, bahwa wakaf itu baru 

berlaku setelah ia sendiri meninggal dunia. 

B. Nazhir 

a. Pengertian Nazhir 

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari waqif 

untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntunkannya.
22

 Dalam 

berbagai kitab fikih Nazhir disebut juga mutawali, yaitu orang yang mendapat 

kuasa mengurus dan mengelola wakaf. Pengangkatan Nazhir wakaf ini 

bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu 

tidak sia-sia. Sedemikian pentingnya kedudukan Nazhir dalam perwakafan, 

sehingga berfungsi tidaknya harta wakaf sangat bergantung pada Nazhir 

                                                           
22

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat (4).  
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wakaf. Hal ini bukan berarti Nazhir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap 

harta yang diwakafkan 

b. Dasar Hukum Nazhir 

Dasar hukum Nazhir terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang wakaf pada Pasal 1 ayat (4), dan pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 42  Tahun 2006. Sama halnya dengaan waqif, Nazhir 

meliputi perorangan, organisasi, dan badan hukum.
23

 

c. Bentuk-Bentuk dan Syarat Nazhir 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 2, bahwa Nazhir 

terbagi 3, di antaranya: 

1. Perseorangan 

Nazhir perseorangan dapat ditunjuk oleh waqif dengan memenuhi 

persyaratan menurut Undang-Undang, kemudian Nazhir wajib didaftarkan 

pada menteri dan BWI melalui KUA setempat atau yang terdekat. Setelah 

terdaftar, BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir. 

Syarat-syarat Nazhir perorangan di antaranya: 1). Warga negara 

Indonesia. 2). Beragama Islam. 3). Dewasa. 4). Amanah. 5). Mampu 

secara jasmani dan rohani. 6). Tidak terhalang melakukan perbuatan 

hukum.24 

2. Organisasi 

                                                           
23

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 9.  
24

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 41  Tahun 2004, pasal 10, ayat (1). 
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Nazhir organisasi wajib mendaftarkan diri pada menteri dan BWI 

melalui KUA setempat atau yang terdekat, pendaftaran tersebut dilakukan 

sebelum penandatanganan AIW (Akta Ikrar Wakaf) dengan melampirkan 

persyaratan. 

Syarat-syarat Nazhir organisasi di antaranya: 1). pengurus 

organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat Nazhir perorangan. 

2).Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, 

kemasyarkatan, dan keagamaan Islam.25 

3. Badan Hukum 

Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada menteri dan BWI 

melalui KUA setempat, pendaftaran tersebut dilakukan sebelum 

penandatanganan AIW dengan melampirkann persyaratan. 

Sedangkan syarat- syarat Nazhir badan hukum di antaranya: 1). 

Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat Nazhir 

perorangan. 2). Badan hukum indonesia yang dibentuk sesuai dengan 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 3). Organisasi yang 

bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarkatan, dan 

keagamaan Islam.26 

Nazhir, baik perorangan, organisasi, atau badan hukum, harus 

terdaftar pada kementerian yang menangani wakaf dan Badan Wakaf 

Indonesia.27 Dengan demikian, Nazhir perorangan, organisasi, atau badan 

hukum diharuskan warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara 

                                                           
25

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 41  Tahun 2004, Pasal 10 ayat (2). 
26

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 41  Tahun 2004, Pasal 10 ayat (3). 
27

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 41  Tahun 2004, Pasal 14 ayat (1). 
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asing, organisasi asing, dan badan hukum asing tidak bisa menjadi Nazhir 

wakaf di Indonesia. 

d. Tugas Nazhir 

Berdasarkan pengertian Nazhir di atas, maka profesi Nazhir haruslah 

profesional dalam menjalankan tugas-tugas atau kewajiban sebagai Nazhir, 

dan tugas-tugas Nazhir menurut pasal 11 Undang-Undang no 41 tahun 2004 

adalah: 

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. 

2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, 

fungsi, dan peruntukannya. 

3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. 

4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia . 

Sedangkan hak Nazhir ada dua yaitu: 

1. Nazhir berhak mendapat imbalan, upah, atau bagian maksimal 10% dari 

hasil bersih (keuntungan) atas pengelolaan dan pengembangan harta 

benda wakaf. 

2. Nazhir berhak mendapat pembinaan dari menteri yang menangani wakaf. 

Selain itu, strategi Nazhir untuk dapat meningkatkan wakaf 

selanjutnya adalah sosialisasi dengan memberikan pemahaman masyarakat 

tentang  kebolehan wakaf produktif sangat penting untuk disebarluaskan 

kepada masyarakat dan itu merupakan salah satu fungsi dari Nazhir. 

Dilakukan melalui sarana media cetak seperti: radio, televisi, internet dan 

melakukan sosialisasi kebolehan wakaf produktif dilakukan melalui saran 
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dakwah peran ulama. Demi transparansi kepada para waqif maka, para Nazhir 

harus memberikan laporan keuangan tahunan pengumpulan data wakaf dan 

pendistribusian sebaiknya diaudit dan dipublikasian 

C. Sertifikasi Nazhir 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sertifikasi adalah proses 

pemberian sertifikat kepada individu, produk, atau proses tertentu setelah 

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, menegaskan keahlihan, 

kualitas, kepatuhan, atau kelayakan sesuai dengan standar yang berlaku dalam 

berbagai bidang. Hal ini membantu memastikan bahwa standar tertentu 

terpenuhi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap subjek yang 

bersangkutan. 

Sertifikasi Nazhir merupakan proses pemberian pengakuan resmi yang 

dikeluarkan oleh LSP BWI (Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Wakaf 

Indonesia) dengan standar BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) kepada 

individu, lembaga, atau orgnaisasi. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas kinerja Nazhir, memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan, 

keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengelola wakaf 

dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariat. 

D. Mashlahah Mursalah 

a. Pengertian Mashlahah Mursalah 
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Kata mashlahah (مَصْلحََة) adalah bentuk masdar dari lafadz  َيصَْلحُُ  -صَلَح- 

 yang bermakna faedah, kebaikan, dan patut.28 Kata mashlahah dan صُلحًُا

manfa‟ah telah masuk kedalam kamus besar bahasa indonesia (KKBI) 

menjadi maslahat dan manfaat yang artinya sesuatu yang di dalamnya 

dapat mendatangkan kebaikan, manfaat, dan guna. Penjelasan tentang 

defenisi di atas dapat mengambil kesimpulan bahwa mashlahah adalah 

segala sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan, baik mendatangkan 

kebaikan ataupun menghindari yang namanya kemadaratan. Serta selalu 

mencari manfaat dari masalah yang ada.29  

Pengertian Mashlahah Mursalah secara istilah, adapun beberapa 

pendapat para ulama yaitu sebagai berikut: 

1. Imam Al-Ghazali 

Dalam kitab al-Mustasyfa berpendapat bahwa mashlahah mursalah 

ialah “Apa-apa (mashlahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara‟ 

dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang 

memperhatikannya”
30

 

2. Najmuddin At-Tufi 

Dalam kitab at-Tayin fi Syarhi al-Arbain mengatakan pengertian 

mashlahah mursalah menurut urf ialah suatu sebab yang mendatangkan 

kebaikan atau manfaat. Adapun menurut syara adalah suatu sebab yang 

mendatangkan tujuan syara baik dalam ibadah dan adat (muamalah), 

                                                           
28

 Asnawi, Perbandingan Ushul Fikih, (Jakarta: Amrah, 2011), hlm. 128. 

29
 Dahlan tamrin, Filsafat Hukum Islam, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 115. 

30
 Al-Ghazali, al-Mustashfa, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1997), juz 1, hlm. 416. 
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kemudian mashlahah dibagi antara mashlahah yang dikehendaki syara‟ 

seperti ibadah dan mashlahah yang bertujuan untuk kemanfaatan mahluk 

dan keteraturan urusan mereka seperti adat (muamalah).
31

 

 

 

3. Muhammad Said Ramadan al-Buhti 

Beliau berpendapat sesuai dari kitab Dawabit al-Mashlahah fi-

Shyariah al-Islamiyah al-Mashlahah adalah segala sesuatu yang 

mendatangkan kebaikan atau manfaat yang sesuai syari‟at, demi menjaga 

agama, jiwa, akal, tahta dan keturunan mereka.32 

4. Imam Malik  

Sebagaimana dinukil-kan oleh imam Syaitibi dalam kitab al-

I’tisham adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan 

dalil-dalil syara‟, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik 

yang bersifat dharuriyah (primer) maupun hujjiyah (sekunder).33 

5. Abdul Wahab Khalaf 

berpendapat bahwa mashlahah mursalah berarti “sesuatu yang 

dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk 

                                                           
31

 Najmuddin At-Tufi, al-Ta’yin fi Syarhi al-Arbain, (Beirut: Muassasah ar-Rayyan, 

1992), hlm. 239.  
32

 Said Ramadhan al-Buthi, Dhawabit al-Maslahah fi Syariat al-Islamiyyah, (Beirut: 

Muassasah ar-Risalah, 1992), hlm. 27. 
33

 Abu Ishak al-Syaitibi, Al-I’tisham, (Baerut: Dar al-Ma‟rifah, 1975), Jilid II, hlm. 39.  



21 
 

 
 

merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung 

maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut mashlahah mursalah.
34

 

Dari beberapa rumusan di atas ada beberapa kesamaan poin yang 

dituju para ulama mengenai definisi mashlahah mursalah sebagai berikut: 

1. Sesuatu yang menurut akal adalah sebuah kemaslahatan atau 

kesejahteraan bagi umum dan dapat mewujudkan kebaikan serta 

menghindarkan hal-hal buruk dari manusia. 

2. Segala hal yang baik menurut akal juga selaras dengan tujuannya syara‟ 

dalam menetapkan hukum. 

3. Hal-hal yang baik menurut akal untuk kesejahteraan umum dan sejalan 

dengan tujuan syara‟ tersebut dan secara khsusus tidak ada petunjuk 

syara‟ yang mengakuinya, juga tidak ada petunjuk syara‟ secara khusus 

yang menolaknya. 

b. Dasar Hukum Mashlahah Mursalah 

Berdasarkan nash yang ada bahwa hukum-hukum syari‟at Islam 

mencakup segala aspek pertimbangan kemaslahatan manusia di setiap rincian 

hukumnya.35 Mashlahah Mursalah sendiri berlandaskan kepada firman Allah 

SWT dalam Surah An-Nissa ayat 59: 

ٌْ ذََُاصَعِرُىِ فِ َّ وَاَطٍِِعُىا انشَّسُىِلَ وَاُونِى الَايِشِ يُِِكُىِ فَاِ ٍَ اّٰيَُُىِا اَطٍِِعُىا انه ّٰ ًِءٍ ٌّٰاٌَُّهَا انَّزٌِِ ًِ شَ
ِّ وَانٍَْىِوِ انْاّٰخِشِ رّٰنِكَ خٍَِش ٌَ تِانه ّٰ ٌْ كُُِرُىِ ذُؤِيُُِىِ ِّ وَانشَّسُىِلِ اِ ُِ اِنَى انه ّٰ   ٍُ ذَأْوٌِِلاوَّاَدِسَ فَشُدُّوِ

Artinya: 
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 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul al Fikih, (Kairo, Maktabah al Da'wah al Islamiyah, 

1995), hlm. 85.  
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“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur‟an) dan Rasul (Sunnahnya), jika 

kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa 

[4]:59).
36

 

Dari ayat di atas jelas agar mengembalikan persoalan yang 

diperselisihkan kepada Al-Qur‟an dan Sunnah. Persoalan yang dihadapi 

manusia selalu tumbuh dan berkembang demikian pula dengan kepentingan 

dan keperluan hidupnya. Maka persoalan yang semacam itu, selain dapat 

ditempuh lewat metode qiyas, tentu dapat ditempuh lewat metode istislah. 

Sebab, tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan metode qiyas. Dengan 

demikian, ayat tersebut secara tidak langsung memerintahkan mujtahid untuk 

mengembalikan setiap persoalan baru yang belum ada di zaman nabi kepada 

Al-Qur‟an dan hadits dengan mengacu prinsip mashlahah yang selalu 

terkandung dan sebagai tujuan dari setiap hukum syara‟ yang tertulis di 

nash.37 Di zaman sahabat pun muncul banyak persoalan baru yang belum ada 

di zaman nabi. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sahabat banyak 

berijtihad menggunakan metode Mashlahah Mursalah, metode yang 

menekankan kepada sisi kemaslahatan di setiap persoalan yang 

diselesaikannya. Beberapa kasus ijtihad sahabat yang belum ada hukumnya 

semasa nabi hidup dan dilakukan berdasarkan Mashlahah Mursalah di 

antaranya: 38 
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 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan 

Mushaf Al-Qur‟an, 2019), hlm. 118. 
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 Asmawi, Perbandingan Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 131. 
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1. Pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah setelah Rasul wafat yang 

dilakukan oleh Sahabat-Sahabat Nabi Muhammad SAW. 

2. Kodifikasi Al-Qur‟an oleh Khalifah Abu Bakar. 

3. Tindakan Khalifah Umar bin Khattab tidak memberi zakat kepada 

Mualaf. 

4. Tindakan Khalifah Umar bin Khattab juga saat tidak memotong tangan 

Pencuri. 

5. Tindakan Khalifah Umar bin Khattab membangun Kantor Pemerintahan, 

Rumah Tahanan, dan lain-lain. 

c. Klasifikasi Mashlahah Mursalah 

Adapun Kemaslahatan atau kepentingan itu dapat dikelompokkan ke 

dalam tiga kategori, yaitu: 

1. Dari segi tingkatannya ulama ushul membagi menjadi tiga yaitu: 

a) Mashlahah Daruriyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan 

kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan 

seperti ini ada 5 pilar yaitu :1). Melindungi agama (hifzh al-din) 2). 

Melindungi jiwa (hifzh al-nafs) 3). Melindungi akal (hifzh al-aql) 4). 

Melindungi keturunan (hifzh al-nasl) 5). Melindungi harta (hifzh al-

mal). Karena itu mashlah ini mesti ada terwujud. Ini kembali kepada 

yang lima; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.39 

b) Mashlahah Hajjiyah, adalah semua bentuk perbuatan dan tindakan 

yang tidak terkait dengan dasar yang lain yang dibutuhkan oleh 
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 Agus Muchsin, Ilmu Fikih suatu Pengantar Dialetika Konsep Klasik dan Kontemporer, 

(Parepare: CV. Citra Wira Karya, 2019), hlm. 145. 
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masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan 

dan menghilangkan kesempitan. 

c) Mashlahah Tahsiniyah, adalah mempergunakan semua yang layak dan 

pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup 

oleh bagian mahisul akhlak. Kemaslahatan ini lebih mengacu pada 

keindahan saja sifatnya hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan.40 

2. Dari segi kandungannya ulama ushul membagi dua macam yaitu: 

a) Mashlahah al- ‘Ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut 

kepentingan orang banyak. Contohnya adalah menjaga agama agar 

tidak lenyap dan menjaga umat untuk tidak tercerai berai. 

b) Mashlahah al-Khas atau Mashlahah al-Juz’iyyah, yaitu maslahat yang 

bersifat individu atau kepentingan segelintir orang. 

3. Dari segi keberadaan mashlahah  menurut syara‟ terbagi 3 yaitu: 

a) Mashlahah al-Mu’tabarah, yaitu maslahat yang mendapatkan 

petunjuk dari syaari‟, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Maslahat yang menjadi alasan dalam menetapkan sebuah hukum. Dari 

segi langsung dan tidak langsung petunjuk (dalil) terhadap suatu 

maslahat. 

b) Mashlahah al-Mulghah, atau maslahat yang ditolak, adalah maslahat 

yang pada dasarnya dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan 

oleh syariat, bahkan ada petunjuk syariat yang menolaknya . Hal ini 

berarti akal menganggapnya baik dan sejalan dengan syariat, namun 
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  Sahibul Ardi, Konsep Mashlahah dalam Perspektif Ushuliyyin, dalam Jurnal Ilmiah 
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ternyata syariat menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang 

dikehendaki oleh maslahat itu. 

c) Mashlahah al-Maskut ‘anha, yaitu maslahat yang didiamkan oleh 

syariat di mana keberadaanya tidak didukung oleh syariat dengan dalil 

yang terperinci. Maslahat dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu:  

1. Mashlahah al-Gharibah, yaitu mashlahah yang asing atau sama 

sekali tidak didukung oleh syariat, baik secara detail maupun 

umum. 

2. Mashlahah al-Mursalah, yaitu mashlahah yang tidak diakui oleh 

dalil syariat atau nash secara spesifik, akan tetapi di dukung oleh 

sejumlah makna nashm (Al-Qur‟an dan hadits). 

d. Kedudukan Mashlahah Mursalah 

Mashlahah Mursalah yang merupkan salah satu metode istinbath 

hukum Islam yang menggunakan pendekatan maqasid asy-syariah, mestinya 

dapat diterima oleh umat Islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum 

Islam. Tetapi, masih ada sebagian umat Islam yang tidak menerima 

mashlahah sebagai hujjah, sebagai dasar penetapan hukum Islam.41 

Adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pengunaan 

mashlahah mursalah sebagai metode ijtihad adalah karena tidak ada dalil 

yang khusus yang menyatakan diterimanya mashlahah itu oleh syara‟ baik 

secara langsung maupun tidak langsung, karena pengunaan mashlahah di 

kalangan ulama disebabkan adanya dukungan syar‟i. Meskipun secara tidak 

                                                           
41

 Imam Mustofa, Ijtihad Kontemporer Menuju Fikih Kontekstual, (Jakarta: PT Raja 
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langsung digunakan masalah itu bukan karena semata ia adalah mashlahah, 

tetapi karena adanya dalil syara‟ yang mendukungnya.42 

Kalangan ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa 

mashlahah mursalah merupakan hujjah syari‟iyyah dan dalil hukum Islam.  

Pandangan ulama Hanafiyah tentang mashlahah mursalah ini terdapat 

penukilan yang berbeda. Menurut al-Amidi Imam Hanafi dan pengikutnya ini 

sama seperti Imam Syafi‟i yang tidak berpegang pada istislah mashlahah 

mursalah.
43

 Namun menurut Ibnu Qudamah, sebagian ulama Hanafiyah 

menggunakan mashlahah mursalah sebagai salah satu hujjah. Ulama 

Hanafiyah menyebutkan untuk menjadikan mashlahah mursalah sebagai 

dalil, memiliki persyaratan ada ayat, hadits dan ijma‟ yang menunjukan 

bahwa sifat yang dianggap kemaslahatan tersebut illat dalam penetapan suatu 

hukum. Menghilangkan kerusakan, bagaimanapun bentuknya adalah sebuah 

tujuan syara‟ yang harus dilakukan. Ulama Hanafiyah menerima mashlahah 

mursalah tidak hanya karena menimbulkan kemaslahatan dan menolak 

kemudharatan, tapi juga karena syarat sifat kemaslahatan itu ada dalam 

nashatau ijma’ dan jenis kemaslahatan tersebut sama dengan jenis yang 

tertera dalam nash dan ijma‟. Penerapan konsep Mashlahah Mursalah secara 

luas terlihat dalam metode istihsan. Salah satu ulama Hanafiyah yaitu Imam 

Hanafi menggunakan Mashlahah Mursalah ini tepat, karena kedekatan yang 

                                                           
42
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hampir mirip dengan konsep istihsan yang populer digunakan oleh kalangan 

ulama Hanafiyah. 

Imam Ahmad bin Hanbal Ulama Mazhab Fikih yan dikenal juga 

sebagai ulama hadits ketika beliau tidak menemukan jawab persoalan yang 

beliau hadapi di nash, beliau berijtihad dan berfatwa seperti tabiin dan 

sahabat berfatwa lewat pertimbangan mashlahah mursalah. Imam Ahmad 

pun mengikuti cara mereka berijtihad. Ulama Hanabilah menerima 

mashlahah mursalah sebagai hujjah saat berijtihad mereka dianggap ulama 

fikih yang sering menggunakan metode ini sebagaimana Ulama Malikiyah. 

Menurut mereka mashlahah mursalah adalah induksi dari logika sekumpulan 

nash, bukan dari nash yang rinci dan secara eksplisit teretara dalam nash. 

e. Syarat-Syarat Kehujjhan Mashlahah Mursalah 

Mashlahah al-Mu’tabarah dapat dijadikan dalil untuk menegakkan 

hukum Islam, menurut ulama ushul  fikih. Metode qiyas termasuk 

keunggulan tersebut. Mereka juga sepakat bahwa mashlahah al-mulgha dan 

mashlahah al-gharibah tidak dapat dijadikan dalil untuk menegakkan hukum 

Islam karena tidak ada dalam praktik syara‟ adapun mengenai dalil 

mashlahah al-mursalah, mayoritas ulama menerimanya sebagai salah satu 

metode untuk menegakkan hukum syara‟ secara prinsip, meskipun berbeda 

pendapat mengenai penerapan dan penempatan syarat-syaratnya.44. Adapun 

syarat-syarat untuk dapat menggunakan mashlahah mursalah saat berijtihad, 

di antaranya: 
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1. Romli mengutip pendapat Zaky al-Din Sya‟ban kemaslahatan itu 

hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang 

menolaknya. Dengan kata lain jika terdapat dalil yang menolaknya maka 

praktik mashlahah mursalah tersebut ditolak dan tidak dapat diamalkan. 

Hakikat mashlahah mursalah yaitu tidak ada dalil dalam nash, baik yang 

mengakui maupun yang menolaknya, tetapi ada kemaslahatan dalam 

praktiknya yang mana manusia perlu itu demi terhindar dari 

kemudharatan, dan tentunya kemaslahatan tersebut sejalan dengan tujuan 

syara‟.45 

2. Mashlahah Mursalah tersebut hendaklah mashlahah yang pasti bukan 

hanya mengira-ngira, mashlahah hasil dari penelitian dan pertimbangan 

berbagai hal dan berlandaskan sumber yang valid, serta buka karena 

hawa nafsu semata. 

3. Mashlahah yang bersifat hakiki dan bersifat umum, mashlahah tersebut 

menurut akal yang sehat memberi manfaat kepada orang banyak. 

Mashlah ini disebut juga dengan mashlahah kulliyah. Mashlahah yang 

mendatangkan manfaat secara keseluruhan umat manusia bukan hanya 

segolongan pihak atau sekelompok manusia saja.. 

4. Mashlahah Mursalah itu diamalkan dalam keadaan yang sangat 

memerlukan atau dalam kondisi darurat, yang seandainya tidak 

diamalkan maka menyebabkan umat dalam kesempitan dan kesulitan.  
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E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan 

acuan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan ini, peneliti mencantumkan 

hasil penelitian terdahulu.  

Skripsi yang ditulis oleh Khopidoturropiah yanf berjudul: “Urgensi 

Sertifikasi Wakaf Perspektif Mashlahah Mursalah”, skripsi ini membahas 

tentang urgensi sertifikasi wakaf yang harus segera di legalitaskan agar 

nantinya tidak menimbulkan masalah. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

penulis membahas tentang urgensi sertifikasi Nazhir yang harus segera di 

lakukan dalam rangka menciptakan Nazhir yang profesional dalam tugasnya. 

Skripsi yang ditulis oleh Nur Azizah yang berjudul: “Pengelolaan 

Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat di Desa Sinar 

Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah”, skripsi ini 

membahas tentang pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan 

kesejahteraan umat di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten 

Lampung Tengah. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas 

tentang urgensi sertifikasi nazir di KUA Tampan Kota Pekanbaru untuk 

meningkatkan pengelolaan wakaf agar mampu mengembangkan aset wakaf 

menjadi lebih baik. 

Skripsi yang ditulis oleh Fikri Ahmadi yang berjudul: “Kompetensi 

Nazhir dalam pengelolaan aset wakaf menurut perspektif hukum Islam di 

Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar 

Lampung”, skripsi ini menjelaskan tentang starategi peningkatan kompetensi 
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Nazhir terhadap aset wakaf berupa amal usaha pendidikan persyarikatan 

muhammadiyah Kota Bandar Lampung. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan penulis ini membahas tentang faktor yang menyebabkan sedikitnya 

partisipasian Nazhir yang berada di wilayah KUA Tampan dalam mengikuti 

sertifikasi. 

Skripsi yang ditulis oleh Anohib yang berjudul: “Efektivitas Tugas 

Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu”, skripsi ini 

menjelaskan tentang Nazhir yang belum memahami tugasnya dalam hal 

administrasi dan kemampuan dalam pengelolaan wakaf. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan penulis menekankan pada faktor-faktor penyebab 

ketidakpartisipasian nazir dalam sertifikasi serta mempertimbangkan 

sertifikasi Nazhir sebagai mashlahah mursalah.  

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti ini merupakan penelitian yang berbeda dari penelitian 

sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya membahas tentang kompetensi 

Nazhir dalam pengelolaan aset wakaf, pengelolaan wakaf produktif serta 

kendala Nazhir terhadap pengelolaan tanah wakaf. Penelitian sebelumnya 

belum membahas mengenai urgensi sertifikasi Nazhir dalam pengelolaan 

wakaf produktif ditinjau dari Mashlahah Mursalah studi di KUA Kecamatan 

Tampan kota Pekanbaru. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (Field Research). Penelitian lapangan (Field Research) adalah jenis 

penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya secara 

alamiah.
46

  Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. 

Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai 

fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Maka dari itu 

disini peneliti menggunakan jenis penelitian field Research, agar dapat 

mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati 

dari fenomena terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan, sampai 

mengamati fenomena terbesar serta berusaha mencari solusi permaslahan 

demi kemaslahatan bersama. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan sebagai 

wilayah atau daerah dalam penelitian. Dalam hal ini lokasi penelitian ini akan 

dilakukan di wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 

B. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. 

Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan 
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dalam bentuk angka.
47

 Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran 

umum tentang KUA Tampan Kota Pekanbaru. 

C. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study). 

Pendekatan studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara 

intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau 

gejala tertentu.
48

 Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian yang 

menggunakan pendekatan studi kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang 

sempit, akan tetapi ditinjau dari sifat penelitian, pendekatan studi kasus 

berfokus pada pemahaman yang lebih mendalam. Penelitian studi kasus 

dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif, tentang latar belakang 

masalah, keadaan dan posisi suatu peristiwa yang berlangsung saat ini, serta 

interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (given).
49

 

D. Sumber Data 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama 

(wawancara, pendapat dan lain-lain).50 Adapun yang menjadi sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara observasi, dan 

dokumentasi yang diperoleh. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Data 

sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder 

biasanya berwujud dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.51 

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah buku dan hasil penelitian 

yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang 

pembahasan penulis, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Adalah instrumen teknik pengumpulan data dengan cara mengamati 

objek yang diteliti, yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data 

secara sistematis.
52

 

2. Wawancara 

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 
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terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.
53

 Dalam penelitian 

ini yang termasuk populasi dan sampel sebagai berikut: 

a. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 293 orang yang terdiri dari 289 

orang Nazhir di KUA Tampan, 1 orang Kepala KUA Tampan, 1 orang 

Petugas Tata Usaha, 1 orang Staff Penyelenggara Zakat dan Wakaf 

Kemenag Kota Pekanbaru, 1 orang Staff BWI Provinsi Riau. 

b. Sampel 

Menurut Sugiyono sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki populasi. Sampel dilakukan karena peneliti memiliki 

keterbatasan dalam melakukan penelitian baik dari segi waktu, tenaga, 

dana, dan jumlah populasi yang sangat banyak. Pada penelitian ini teknik 

sampling yang digunakana peneliti adalah probability sampling. Menurut 

Sugiyono “Probability Sampling ialah teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau 

angka populasi untuk dipilin menjadi sampel.” Probability sampling terdiri 

dari berbagai jenis, adapun yang digunakan peneliti dalam penelitian ini  

ialah simple random sampling. Menurut Sugiyono”Simple Random 

Sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu.
54
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Adapaun sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

berjumlah 11 orang. 7 orang Nazhir KUA Tampan, 1 orang Kepala KUA 

Tampan, 1 orang Kepala Tata Usaha KUA Tampan, 1 orang Staff 

Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Kota Pekanbaru, dan 1 orang 

Staff BWI Provinsi Riau. 

3. Dokumentasi 

Merupakan catatan pristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.
55

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk 

mendapatkan kesimpulan dari penelitian. Dalam penelitian ini data akan 

dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mengeksplorasi data atau 

menggambarkan data secara teoritis yang telah terkumpul lalu disimpulkan 

dengan cara kualitatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis, 

yaitu: 

1. Reduksi Data (Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. 

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 
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yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya.
56

 

2. Penyajian Data (display) 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan bentuk 

uraian singkat. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah bersifat teks 

naratif, yang merupakan penjelasan dari hasil analisis yang dilakukan 

peneliti terhadap faktor penyebab rendahnya tingkat partisipasi nazir di KUA 

Tampan Kota Pekanbaru dalam proses sertifikasi. Data hasil akan disajikan 

perindikator.  

3. Penarikan Kesimpulan (Conclution Drawing atau Verification) 

Penarikan kesimpulan adalah usaha mencari atau memahami makna, 

ketentuan, pola, penjelasan, sebab, akibat, atau penarikan kesimpulan. Dalam 

menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berfikir induktif, 

berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkrit, kemudian 

ditarik generalisasi yang bersifat umum. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh 

dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 
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BAB II:LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas mengenai Wakaf yang terdiri dari pengertian 

wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, peran Nazhir dalam 

mengelola wakaf, sertifikasi Nazhir, serta Mashlahah Mursalah. 

BAB III:METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari 

jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, pendekatan penelitian,  sumber 

data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan. 

BAB IV:HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang Nazhir yang tidak bersertifikasi di 

KUA Tampan Kota Pekanbaru serta perspektif Mashlahah Mursalah 

terhadap sertifikasi Nazhir. 

BAB V:KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran yang diperoleh dari hasil penelitian. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KUA Tampan Kota 

Pekanbaru tentang urgensi sertifikasi Nazhir dalam pengelolaan wakaf ditinjau 

dari mashlahah mursalah maka penulis dapat menyimpulkan: 

1. Adapun faktor penyebab banyaknya Nazhir yang tidak bersertifikasi di 

KUA Tampan Kota Pekanbaru adalah: 

a. Kurangnya Pengetahuan Nazhir 

Kurangnya pengetahuan Nazhir mengenai sertifikasi wakaf 

menciptakan hambatan partisipasi. Mereka tidak sepenuhnya memahami 

manfaat dari sertifikasi, termasuk pengadministrasian tanah wakaf.. 

b. Kurangnya Dorongan KUA Tampan Kota Pekanbaru 

Kurangnya dorongan dan informasi yang memadai dari Kantor 

Urusan Agama (KUA) menjadi hambatan partisipasi Nazhir dalam 

sertifikasi. Nazhir mengeluhkan kurangnya tranparansi dan upaya KUA 

dalam menyosialisasikan program sertifikasi. 

c. Nazhir sebagai Pekerjaan Sampingan 

Banyak Nazhir menganggap tugas mereka sebagai pekerjaan 

sampingan atau sebagian menganggap pengabdian.  

d. Tidak Ada Kewajiban Hukum 

Ketidakadaan kewajiban hukum dalam regulasi menyebabkan 

rendahnya partisipasi Nazhir dalam sertifikasi. Nazhir merasa tidak 
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tertarik karena belum diwajibkan secara hukum, meskipun dalam SKKNI 

sertifikasi dianggap standar kompetensi Nazhir. 

e. Biaya 

Biaya sertifikasi yang dianggap mahal menjadi hambatan bagi 

Nazhir dengan sumber daya terbatas. 

2. Sertifikasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di KUA 

Tampan Kota Pekanbaru di antaranya: 

a. Peningkatan Kompetensi Nazhir 

Sertifikasi memberikan pelatihan dan pendidikan yang diperlukan 

bagi Nazhir untuk memahami prinsip-prinsip dasar dan lanjutan 

pengelolaan wakaf 

b. Legitimasi dan Pengakuan Nazhir 

Dengan sertifikasi, Nazhir mendapatkan legitimasi dan pengakuan 

formal dari lembaga resmi yang menyatakan Nazhir tersebut profesional 

dalam bidangnya seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI). 

c. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Nazhir 

Sertifikasi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas. Nazhir yang bersertifikasi diwajibkan 

untuk mematuhi standar tertentu dalam pelaporan dan pengawasan. 

d. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah 

Sertifikasi memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. Nazhir yang bersertifikasi dilatih untuk 

mematuhi aturan-aturan syariah dalam setiap aspek pengelolaan wakaf. 
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3. Sertifikasi Nazhir dianggap sebagai mashlahah mursalah karena memenuhi 

syarat keberlanjutan, umum, sesuai dengan hukum syara‟ dan dibutuhkan 

dalam kondisi tertentu. Dalam teori pembagian mashlahah, Sertifikasi 

termasuk mashlahah hajjiyah, pelengkap kebutuhan pokok Nazhir. 

Kesimpulannya, sertifikasi ini memberikan manfaat yang signifikan bagi 

Nazhir dalam melaksanakan tugas wakaf, jika tidak diikuti dapat 

menimbulkan kerugian. 

B. Saran 

1. Sebelum mewakafkan tanah wakaf, waqif atau ahli warisnya sebaiknya 

memahami isi undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf, memilih Nazhir yang memiliki pemahaman terkait regulasi tersebut, 

dan berkonsultasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kantor 

Urusan Agama (KUA) untuk mendapatkan saran serta arahan yang 

diperlukan. 

2. Nazhir yang diberi amanat oleh waqif, hendaknya melakukan kewajiban 

tersebut secara efektif, mengoptimalkan perannya dalam pengelolaan dan 

peningkatan produktivitas harta wakaf, serta menanggung tanggung jawab 

atas harta wakaf yang dipercayakan padanya. Tentu untuk mendukung hal 

tersebut perlu kesadaran diri Nazhir untuk mengikuti sertifikasi Nazhir 

dalam rangka membantu Nazhir menjalankan kewajibannya. 

3. Perlu adanya sosialisasi dari Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Wakaf 

Indonesia (BWI) dan Menteri terkait sertifikasi yang dibutuhkan Nazhir. 
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4. Mempercepat proses Sertifikasi menjadi syarat menjadi Nazhir agar 

kedepannya para Nazhir lebih mampu mengoptimalkan kewajibannya 

secara efektif. Selain itu, perlu ada langkah konkret dari BWI dan Menteri 

terkait untuk mendukung Nazhir yang mengalami kendala biaya. 

5. Bagi seluruh masyarakat hendaknya diberi sosialisasi agar memahami 

regulasi perundang-Undangan wakaf dan turut serta dalam mengawasi harta 

benda wakaf. 
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